BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN BUTON TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ Menimbang :

Mengingat :
~

BUPATI BUTON,

. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja pemerintah Kabupaten Buton adalah dengan
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis vang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati; -

. Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

10.

11.

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organsasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011

13.

14,

13.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun
2011 tentang Organsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Buton;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013
lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015 sebagai ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat Daerah.

(2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ] merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan Rencana Kerja
Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 MARET 2015

BUPATI BUTON,
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Lampiran

Peraturan Bupati Buton

Nomor : 4 Tahun 2015
Tanggal 1 MapeT 2015
Tentang

: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015,

SKPD
BABARAN INDIEATOR
TARGET PANAGGUNG
STRATEGIS KINERJA
JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya
kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (%a) 701,45 Dinas Pendidikan
pendidikan vang
bermutu dan :
terjanglkau E}gka partisipasi kasar SD/MI/paket A 100 " Pt
Angka partisipasi sekolah SD/MI (%) 100 Dinas Pendidilzan
Elegkag%p pendidikan yang ditamatkan (APT) 98.21 i Peshieas
Angka Partisipasi Murni (APM) -~
SD/MI,/paket A (%) 99,84 Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 23 Dinas Pendidikan
g;ﬁﬁ mrrd;;{“ than (A0 derl S0/ ML ke 94,96 Dinas Pendidikan
gn{g;n. partisipasi kasar SMP/MTs/ paket 99 Dinas Pendidil
‘;;Ef?%ﬁe“dmﬁm yang ditamatlkan {APT) 94,85 Dinas Pendidikan
Angka partisipasi selkolah SMP/MTs (%) 100 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) a7 : T
SMP/MTs /p B (%] 98, Dinas Pendidikan
:L;;gka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS i Dinas Perdidi
Anglka partisipasi kasar Di i
SMA/SMK /MA/paket C (%) " e DesiAnens
g;!ﬁ F;end.idikan yang ditamatkan [APT) 82,06 Dinas Pendidil
Anglka partisipasi sekolah SMA/MA /SMK 69 Di Pendidikan

(%)

Hal 1 dari 15




BKPD
SABARAN INDIKATOR
TARGET PANAGOUNG
STRATEGIS KINERJA JAWAR
1 2 a3 4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / : .
SMK / MA / paket C (%) 98,97 Dinas Pendidikan
Angks putus sekolah [APS) g Gy
SMA/SMK/MA (%) 96 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan [AL) SMA/SMEK/MA (%) 99,39 Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ;
ke SMA/SMK/MA (%) T80 Dines fendullican
i i85 :
Guru yang memenuhi kualifikasi S51/D- 83,31 Dinas Pendidikan
1V (%)
Anglka melek huruf (%) 94 85 Dinas Pendidikan
Penduduk yang berusia =15 tahun melek ] e
- D
huruf (tidak buta al ) (%) 55,91 inas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah (%) 7.10 Dinas Pendidikan
Anglka Kelulusan (AK) SD/MI* 99.82 Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs* 96,05 Dinas Pendidikan
Meningkatnya - _
kualitas pemuda Eﬂ‘:"ml“:f:h lapangan olahraga per 13,00 Dinas Pendidikan
dan olah raga e
Jumlah orpanisasi kepemudaan® 43 Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan Kepemudaan® 65 Dinas Pendidikan
Meningkatnya
minat baca _ Badan Kominfo, PDE, Arsip
9.
yarakat Jumlah pengunjung perpustakaan 19,386 dan Perpastal
Menimgkatnya
kualitas Rasio tempat ibadah (Mesjid) 1,21 Sekretariat Daerah
kehidupan
beragama
Ragio tempat ibadah (Gereja) 0,02 Sekretariat Dacrah
Rasio tempat ibadah (Pura) 0,02 Sekretariat Daerah

Hal 2 dari 15



BABARAN INDIEKATOR
STRATEGIS KINERJA AAREY Pﬂﬂw
1 2 3 4
Meningkatnya
derajat kesehatan |Angka kelangsungan hidup bayi (per 977,00 T —
masyarakat 1000 KH) kN
Angka usia harapan hidup (Thn) 732 Dinas Kesehatan
Menurunnya prevalensi gizi kurang dan <15 s Kisehitan
gizi buruk pada balita [%)
Menurunnya angka kematian bayi .
(AKB/1.000 KH) 23 Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kematian Ibu .
(AKI/100.000 KH) 102 Dinas Keschatan
Menurunnya angks kematian neonatal B
per 1.000 KH 20 Dinas Keschatan
Menurunnya angks kematian halita : :
| B Keseh
(AKABA/1.000 KH) 20 inas Kesehatan
Cakupan Desa/Kelurahan Universal ;
ieth 100 Dinas Kesehatan
Child Immunization [[CU) (%) !
Cakupan Penemuan dan Penanganan -
100 Dinas Kesehatan
Penderita Penyakit DBD (%)
Cakupan Penemuan dan Penanganan 90 Frinna Kenakidisa
Penderita Diare (%)
Annual Parasite [ncidence (API) Per 1.000 <10 Vit Kokakitin
Penduduk ’
Persentase Penduduk yvang memiliki :
: 67 Dinas Kesehatan
akses terhadap afr minam berkualitas|)
Angka penggunaan tempat tidur / bed 45 RSUD
occupancy rate (BOR)(%)*
Angka rata-rata lama perawatan atau 55 REUD

length of stay (LOS)(Hari)*

Hal 3 dari 15




SASARAN INDIKATOR SKrD

TARGET PANAGGUNG
STRATEGIS KINERJA
JAWAB
1 2 3 4

Angka selang wakiu antara penggunaarn

tempat tidur atan Turn over internal 7 RESUD

(TON)(Hari)*

Frelkuensi pemaknian tempat tidur atau

bed turn over internal (BTO) (berapa 28 RSUD

kealis)*

Angks kematian netto (Net death rate/

NDR) (9)* 1 RSUD

Angka kematian umum gross death rate

i RSUD
(GDR) (%"
Waktu tanggap pelayanan dokter di
<

gawat darurat (Menit)* 1 R0

Kematian pasien di UGD{kurang atau

sama dengan 8 jam)(per 1000)* & 5D
Menurunnya
Jjumlah masalah  |persentase PMKS yang memperoleh 3.0 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Kesejahteraan bantuan sosial (%) i dan Transmigrasi
Sosial

Persentase PMKS skala Kab/Kota vang
menerima Program Pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha
Bersama(KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainmnya (%)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja
&0 ; ;
dan Transmigrasi

Penanganan penyandang masalah 78 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
kesejahternan sosial (%) dan Transmigrasi

Jumlah anak terlantar yang dibina 0 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
{Orang) dan Transmigrasi

Persentase korban bencana skala

Di Sosial, Ten Kerja
kabupaten / kota yang menecrima bantuan 100 TR enaga Kerl

dan Transmigrasi
sosial selama masa tanggap {%6) &r
Persentase konflik sosial yang ditangani 75 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
(a) dan Transmigrasi

Hal 4 dari 15



pemerintah (Orang)

SASARAN INDIEATOR
STRATEGIS TR TARGET PANAGGUNG
JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya
kuahtas_ dfm Besm.-nn tenaga kerja yang mendapatkan 47 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
produktivitas pelatihan berbasis masyarakat (%) dan Transmigrasi
lenaga kerja
Be.aa:"an tcnﬂ.gra kerja yang mendapatkan 43 Dinas Sosial, Tenaga Keria
pelatihan kewirausahaan (%) dan Transmigrasi
Tingkat partisipasi anghkatan kerja (%) 95 Inas Sus:al Te:ry&ga Hehja
dan Transmigrasi
Besaran pekerja/buruh yang menjadi 51 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
peserta program jamsostek akif (%) dan Transmigrasi
: Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Transmigran swakarsa (% 100
£ (%] dan Transmigrasi
Persentase transmigrasi umum yang 100 Dinas Sosial, Tenaga Kerja
berhasil (%) dan Transmigrasi
Meninglatizan
kualitas Jumlaeh Ibu (dalam keluarga) yang tidal
P 41,14
suniberdiys 2 pertabun (Orang] 241,148 BKKBD dan PP
perempuan dan
kesetarasn gender
Jumlah peraturan/ketentuan daerah
yang diterbitkan untuk mendukung 1 BKEBD dan PP
peningkatan kualitas hidup perempuan
Jumlah kekerasan terhadap perempuan 0 BKKBD dan PP
per tahun (Kasus)
Jumlah perkawinan dengan istri
dibawah 16 tahun per tahun (Orang) o0 ERuBD U 1P
FProporsi pejabat perempuan di
kit e K 195 BKKBD dan PP
Persentaze Camat Perempuan (26) 0 BKEKBD dan PP
Perzsentaze perempuan sebagal pengurus
partai politik / anggota dewan 3 BKKBD dan FP
perwakilan rakyat deerah Kab. Buton
{Orang)
Partisipasi perempuan dilembaga 2 BRT BKKBD dan PP

Hal 5 dari 15




BABARAN INDIKATOR BKPD
STRATEGIS KINERJA TARGET PANAGGUNG
JAWAR
1 2
3
Meningkatnya =
kualitas hidup  [Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak
anak anak per tahun 5 BKKBD dan PP
Jumlah kekerasan terhadap anak per
tahun (Kasus) 0 BKKBD dan PP
Jumlah persentase anak (<1 tahun)
diimunisasi per tahun (%) 100 BKKBD dan PP
Meninglkatnyva
SDM melalui
pengaturan - T R rta KB akuif (%
kelahiran dengan pese et 3 BKKBD dan PP
laju pertumbuahan
penduduk yang
tetlendali
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 2
Sejahtera I (Jumlah) 48.956 BKKBD dan PP
Meningkatnya i
kuantitas dan porsi panjang jalan kota dalam ) )
ot kondisi baik (%) 57,38 Dinas Pekerjaan Umum
pembangunan
jalan dan o
jembatan Jembatan dalam kondisi baik [M') B0 Dinas Fekerjaan Umum
Panjang jalan kota /jumlah penduduk (%) 2B Dinas Pekerjaan Umum
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan
drainase / saluran pembuangan Air 3,8 Dinas Pekerjaan Umum
(minimal 1,5 M) (%)
Rasio tempal pemakaman umum per 66.40 Ele“as ﬁiﬂﬂé:ﬁn
satuan penduduk (per 1000 dud g riam
pe ip penduduk) Pemakaman
Meningkatnya
pemenuhan data [Tersedianya Perda RT/RW o Dinas Tata Ruang dan
dan dokumen Perumahan Ralovart
perencanaan
Pengembangan A
Wilayah sebagai |Tersedianya dokumen RDTR (Dok) 0 Dinas Teta Ruang fﬂ"
acuan
Pelaksanaan _
Pembangunan Tersedianva dokumen RTBL (Dok o Dinas Tata Ruang dan
c . " G Perumahan Rakyat
Dinas Tata Ruang dan
Ketaatan terhadap RTRW (% 7 5
p RTRW (%] 5.05 R

Hal 6 dari 15




{Jumlah Angkutan Uram)

SASARAN INDIKATOR SHED
STRATEGIS KINERJA TARGET PANAGGUNG
JAWAR
1 2 3 4
Tersedianya dokumen perencanaan : s Badan Perencanaan
RPJPD (ada/tdk) Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan : d Badan Perencanaan
RPJMD (ada/tdk) HeR Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan : i Badan Perencanaan
RKPD (adatdk) Pembangunan Daerah
Penjabaran program RPIMD dalam a0 Badan Perencanaan
RKPD (ada/tdk] Pembanpunan Daerah
J _— .
un:lu:h dokumen ?1?511 litbang bidang Badan Penelitian dan
pemerintahan, politik, ckososbud, keu 9 han
dan SDA Dok Fengembangn
Meningkatnva ] ; e e
sarana prasarana I:.umn panjang irigasi dalam kondisi baik 0.50 D Pilertiam L
pertanian (%)
Luas irigasi dalam kondisi baik (%) 55,7 Dinas Pekerjaan Umum
Meningkatnya — =
sarana dan Cakupan pelayanan irigasi yang teraliri 1.678 Dinas Pekerjaan Umum
prasarana sawah [Ha)
pemukiman dan
perumahan i ; i
Rumah tangga pengguna air bersih (%) 70 Dinas Peckerjaan Umum
Persentase rumah tangga bersanitasi (%) 75,3 Dinas Pekerjaan Unmm
; Dinas Tata Ruang dan
Persentase rumah layak huni (%) 90 Perumahan Rakyat
Persentase rumah tangga/keluarga 10 Dinas Tata Ruang dan
berumah tidak layak huni {%) Perumahan Rakyat
Persentase rumah tangga mendapat 60 Dinas Pertambangan
aliran listrik (%)
Meningkatnya e i
kualitas sarana | Persentase kendaraan wajib uji ulus Uji 100 Dinas Perhubungan
prasarana Kendaraan (%)
perhubungan
Jumlah uji KIR Angkutan Umum 2360.00 Diridis Pestitingan

Persentase kelenghapan dan kebutuhan
alat kelengkapan jalan (%) :

Dinas Perhubungan

Hal 7 dari 15




1000 penduduk

SABARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA TARGET PANAGGUNG
JAWAR
| 2 3 4

- Quarail 79,60 Dinas Perhubungan
- Rambu perintah Tabel [IB 70 Dinas Perhubungan
- Rambu peringatan Tabel | 84 Dinas Perhubungan
- Rambu larangan Tabel [14 a0 Dinas Perhubungan
- Rambu petunjuk Tabel 111 T2 Dinas Perhubungan
- Deliniator 60 Dinas Perhubungan
Persentase pemenuhan kebutuhan
terminal Type B yang representatif 1 Dinas Perhubungan
(Jumlah Terminal)
JJumlah pelabuhan laut/udara/terminal .
bis (Jumlah Pelabuhan Laut) o8 Hannk Eeriabungan
Rasio jjin trayek (Jumlah Izin Trayck ) 1.182 Dinas Perhubungan

Meningkatnya

pemanfaatan Ruang terbuka hijau per satuan luas a0 Dinas Tata Ruang dan

ruang vang baik |wilayah berHPL/HGB (%) Perumahan Raloyat
Persentase ruang terbuka hijau yang 30 Dinas Tata Fuang dan
fungsional %) Perumahan Rakyat
Persentase ruang terbuka hijau dalam 32,98 Badan Pengelola
suatu lkawasan perkotaan (%) i Lingkungan Hidup

Meningkatnya

kualitas sarana Dinas Kebersihan,

dan prasarana Persentasge penanganan sampah (%) 435 Pertamanan dan

dan penanganan Pemakaman

persampahan

Dinas Kebersihan,

Tempat pembuangan sampah (TPS) / 250 Pe e AR

Pemalkaman

Hal 8 dari 15




(%)

BASARAN INDIKATOR ERPD
STRATEGIS KINERJA TARGET PANAGGUNG
JAWARB
1 2 3 4
Meningkatnya .
pelayanan Persentase ketersedinan sarang
perigendalian prasarana penanggulangan kebakaran 100 gz:ﬂpﬂa Dﬂﬂmlmﬁﬂﬁnﬁﬂn
bahayva kebalkaran (%)
serte
penanggulangan o
bencana Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan < Badan Penanggulangan
pengendalian bencana kebakaran (%) Bencana Daerah
Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan 7 Badan Penanggulangan
pengendalian bencana alam (%) Bencana Dacrah
Meningkatnya .
pengelolaan Rehabilitasi hutan dan Jahan kritis (Ha) 18 ;
potensi SDA (%) Dinas Kehutanan
secara lestari
Kerusakan kawasan hutan (Ha) (%) 0,013 Dinas Kehutanan
Kontribusi sektor keh t
N R e terhadap 386.552 Dinas Kehutanan
FDRB
Persentase cakupan pengawasan 100 Badan Pengelola
terhadap pelaksanaan AMDAL (%) Lingkungan Hidup
Meningkatnya ;
Produksi dan Konsumsi ikan (%} 79,80 Sk Kolaotisi iy
Produktifitas Perikanan
Kelantan dan
Perikanan : ‘
Persentase peningkatan produksi 31 Dinas Kelautan dan
perikanan (%) ' Perikanan
Kontribusi sektor perikanan terhadap 176.45 Dinas Kelautan dan
PDREB ' Perikanan
Meningkatkan
pengelolasn Persentase Koperasi aktif () 96 Dines Koperazi dan UKM
Koperasi dan
UMEKM
Usaha mikro dan kecil (%) 100 Dinas Koperasi dan UKM
Persentase peninglkatan SHU (%) 30 Dinas Koperasi dan UKM
Persentase Peningkatan UMKM (%) 15 Dinas Koperasi dan UKM
Persentase UMKM yang dibina (%) 30 Dinas Koperasi dan UKM
Persentase UMKM non BPR/LEKM UKM 240 Dinas Koperasi dan UKM

Hal 9 dari 15




BASARAN

INDIKATOR

PDRB (Rp)*

TARGET PANAGGUNG
SETRATEGIS HINERJA JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya
produksi dan Produtivitas padi dan bahan pangan 28,28 Dinas F .
produktifitas utama lokal lainnya ton per hekiar
Pertanian dan
Ketshanan
Pangan Produksi Peternakan -6 BPAK2P
( Ekor/Thi)
Produksi daging ternak (Kg) 343.633 Dinas Pertanian
Kontribusi sektor pertanian terhadap 23 87 T
PDREB :
Regulasi Ketahanan Pangan (ada/tdk) ada BP4K2P
Ketersediaan pangan utama (Ton) 453,42 BP4K2P
o i Dinas Pertambangan dan
Pengelolaan Pertambangan tanpa ijin (Ha) 33 Energi
Potensi Mineral
dan Air
Kontribusi sektor pertambangan 12.5 DinaslPemmbangan dan
terhadap FDRB ! Energl
Meningkatnya
engembangan
Ean o Rasit d berlistrik (%) a1 Dinas Pertambangan dan
ese is . :
pembangunan Energi
pembangkit dan
jaringan listrik
zerta pembangldrt
tenaga listrik
alternatil Dinas Pertambangan dan
Rasio elektrifikasi (%) 77 Energi
M;J;Jn'ik&m}'ﬂ Pertumbuhan Industri secars 18 Dinas Perindustrian dan
i Perdagangan
perda & kzseluruhan (%)
HARne InCse _ Dinas Perindustrian dan
kreatif Persentase IKM produktif (%) 100 S
. Fr Dinas Perindustrian dan
Persentase jumlah IKM yang dibina (%) 20,83 PoraginEat
Kontribusi sektor industri terhadap 110.500,08 Dinas Perindustrian dan
FDRB {Rp)* Perdagangan
Kontribusi scktor perdagangan terhadap 315,530,27 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Hal 10 dari 15




BKPD

budaya (Berapa Kali )

SASARAN INDIEATOR
STRATEGIS KINERJA TARGET PANAGGUNG
JAWAB
1 2 3 4
Meningkatnya
_'illIDlEt] investasi - Badan Penanaman Modal
3 Fusigi Lama Proses Perizinan 2 dan Pelayanan Perizinan
meningkatkan Terpadu Satu Atap
daya saing daerah
Persentase jumlah izin usaha yang 100 ?:im Penanampinr MOdﬂl
diterbitkan (% Pelayanan Perizinan
%) Terpadu Satu Atap
Jumlah perda vang mendukung iklim 8 isigizﬁ:mpﬂnim
usaha
Terpadu Satu Atap
Kenaikan /penurunan nilai realisasi 5M E:zﬂn Pcnmr;m-l. ”Ddal
. M Pelavanan Pe
PMA/ PMDN (milyar rupiah) 'I‘erpadujrSam Ata;mm
Badan Penanaman Modal
Nilai Investasi PMA (milyar rupiah) 0 dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Atap
Badan Penanaman Modal
Nilai Investasi PMDN {milyar rupiah) 5M dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Atap
Meningkatnya
g;'panmsata&n Kunjungan wisatawan {Jumlah] 600 ?ﬂﬁal;st:udaja&n dan
Kontribuai sektor pariwisata terhadap 0.1 Dinas Kebudayaan dan
FDRB ' Pariwisata
Persentase promosi budaya Unmuk -
oy < ; Dinas Kebuda d
mendorong pariwisata melalui website, 0 P'n.riwils:t:u ot
media cetak dan elekironik (%)
Persentase sarana pada obyek wisata® 0,6 E;;T;;:i:uda}rm san
Meningkatnya
APrCAlEm Benda, situs dan kawasan cagar budaya Dinas Kebudayaan dan
masyarakat : ’ 30,91 g .
yvang dilestarikan (%) Pariwisata
terhadap budaya
dan kearifan lokal
Penvelenggaraan festival seni dan 10 Dinas Kebudayasan dan

Pariwisata
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EABARAN INDEEATOR
TARGET PANAGGUNG
BTRATEGIB KINERJA
JAWAEB
1 2 3 4
Meningkatnya
partisipasi Badan Pemberdayaan
masyarekat dalam Jum::h lcmbl;aga adat yang berperan 243 Masyarakat dan
pembangunan FR R Pemerintahan Desa
Persentase aparatur pemerintahan desa Badan Pemberdayaan
vang terlatih* 46 Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan
Persentase LPM berprestasi (%) 5 Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Badan Permmberdavaan
Persentase PEK alktif (%) 100 Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Meningkatnya
polelssosbud Dinas Tata Ruang dan
i i Ber-IMB (% 6,63
kamtibmas Rasio bangunan (") Perumahan Rakyat
perlindungan
serta kedisiplinan
masyarakat
: ; . Satuan Polisi Pamong Praja
REI.BJ-; I;ler:uml Satpol PP terhadap jumlah a8 dan Perlindungan
pendudua Ma ¢
Persentase pengendalian tuntutan Satuan Polisi Pamong Praja
masyarakat melalui unjuk rasa (per 34/34 dan Perlindungan
tahun) Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Angka kriminalitas (%)* BY dan Perlindungan
Masyarakat
. Satuan Polisi Pamong Praja
Rasio Linmas terlatih terhadap jumliah 60 dan Peclindungan e
penduduk Masyarakat
: : : ; Satuan Polisi Pamong Praja
Rasio Pos Siskamling per jumlah 3 dan Perlindungan
Dresa/Kelurahan (%) Massaralkat
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SABARAN INDIHKATOR
STRATEGIS KINERJA TARGET, P*::gi‘;"“
1 2 3 4
Meningkatnva
kesadaran politik Badan Kesatuan Ba
. . e . n

masyarakat gltien pemMnas patik daereh [Kag ¢ dan Pembinaan Politk
Persentase partisipasi masyarakat dalam 80.12 Badan Kesatuan Bangsa
kegiatan pemilu/ pilkada (%) ' dan Pembinaan Politik
Jumlsh orang ssing yang terpantau® 2404 ﬂiﬁﬁ;ﬁ?ﬁiﬂ B

Terwujudnya

kelembagasn dan

vats alola Persentase pejabat yang telah memenuhi 13.00 Badan Kepcgawaian

it persyaratan diklat kepemimpinan (%) : Daerah dan Diklat

yang bersih dan

baik serta

i e Persentase pejabat yang telah memenuhi o

T e B mdc LF] "

Su:;r deya persyaratan formal sesuai dengan bidang 3,43 gaﬂ cali dang;iklazl

& biar tugasnya (kompetensinya) (%)
Persentase pegawai sesuai kompetensi 100 Badan Kepegawaian
jabatan (%) Daerah dan Diklat

Meningkatnva

kualitas Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP Badan Pengelola Keuangan

keuangan daerah
Rasio Belanja Langsung terhadap Towal 29.04 Badan Pengelola Keuangan
Belanja Daerah (%) d Daerah
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap 450 Badan Pengelola Keuangan
Total Belanja Daerah (36) ! Daerah

" Badan FPengelola Keuan

Rasio efisiensi belanja (%) 10 i gan

Meningkatnya PAD

23.176.883.617

Dinas Pendapatan Daerah

Peningkatan proporsi PAD dibandingkan
Total Pendapatan (%)

110

Dinas Pendapatan Daerah
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SKPD

SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA THREEE Rt
1 2 3 4
Meningkatr
pelayanan v Luas lahan bersertifilkar (%) 81 Sekretariat Daerah
pemerintahan
daerah Penyelesaian kasus tanah negara (%) 100 Sekretarial Daerah
i Dinas Kependudukan dan
Kepemilikan KTP (%) 77 Catatan Sipil
Persentase masyarakat yang memilila 100 Dinas Kependudukan dan
kartu keluarga (%) Catatan Sipil
= Dinas Kependudukan dan
Kepemilikan akte kelahiran{%) 29 Catatan Sipil
Persentase SKPD yang memililkd SPM (%)* 69 Sekretariat Daerah
Perentisi: SKFD ying meniiic SOF 69 Sekretariat Daerah
sesuai tupoksi (Te)*
Meningkatnya Persentase Raperda jadi
yvang menjadi Perda :
pemenuhan (%) 68 Sekretariat DPRD
Produk Hulkum
Daerah sccara Persentase Peraturan Bupati yeng
; ; kretariat Daerah
sistematis dan diterbitkan (%) 68 Selkre
terencana sesuai
ety Persentase Penerbitan SK Bupati (%) 61 Sekretariat Daerah
daerah
Persentase Penerbitan Instruksi Bupati 50 Selcretariat Dasrah
()
Persentase jumlsh Perda yang ditetapka 54 Sekretariat Daerah
dibanding Perda vang diajukan (%)*
Penyelesaian sengketa hukum dan
pemberian bantuan hukum (Jumlah 22 Sekretariat Daerah
Kasus)
Meninghkatnya
sistem
pengawasan dan |p, ..o ace tindak lanjut hasil temuan
i 20495 Inspektorat Daerah
pengendalian | o e riksaan BPK dan APIP (%) / pe
Meningkatnya s ;
luslitas data dan |Rasio SKPD vang akses ke jaringan 22,22 Badan Kominfo, PDE, Arsip
informasi internet (%) dan Perpustakean
Rasio kecamatan yang akses ke jaringan 19.05 Badan Kominfo, PDE, Arsip
internet {%4) : dan Perpustakaan
Website milik pemerintah daerah (%) a9 Sekretariat Deerah
Jumlah pameran expo s Sekretariat Daerah
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SKPD
SABARAN INDIEATOR
TARGET PANAGGUNG
STRATEGIS KINERJ
A JAWAEB
1 2 3 4
Meningkatnya
perenmnaan
pembangunan Persentase aparat Bappeda vang s5 Badan Perencanaan
partisipatif mengikuti pelatihan perencanaan (%) Pembangunan Daerah
BUPATI BUTORN,
.‘J - S = i
P i
I | % .]
| _S€xopn {
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

;.‘-Jﬁ'.ﬁ-'l STEH IT
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